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Hak Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten, sebagai hak atas kekayaan yang timbul
atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum
kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa sgja sesuai dengan kehendaknya, dan
memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan
selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berupa adanya lisensi wajib,
pengambil alihan oleh negara, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban urnurn.

Bahwa pelaksanaan lisensi wajib paten berdasarkan Persetujuan TRIPs dalam Deklarasi Doha yang
berkaitan dengan paten farmasi untuk kesehatan masyarakat yang memberikan haknya kepada pihak ketiga
untuk membuat, menjual, dan mengekspor paten produk yang berkaitan tanpa persetujuan pemegang paten
untuk memenuhi keperluan kesehatan masyarakat dalam menanggulangi penyakit H1VIAIDS, tuberkolosis,
malaria, dan penyakit epidemik lainnya. Penerapan sistem paten sebagaimana diatur dalam TRIPs ini
merupakan salah satu perlindungan dan pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dibidang kesehatan
masyarakat.

Bahwa pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia, apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku terkesan
tidak ada pelanggaran HAM. Tetapi apabilakita telah lebih lanjut pelaksanaan lisensi wajib paten dapat
digarisbawahi yaitu apabila pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maka
kemungkinan kecil terjadi suatu pelanggaran terhadap HAM terjadi karena dalam pelaksanaannya harus
memberitahukan kepada si pemegang paten. Tetapi sesuali dengan Deklarasi Doha, maka pel aksanaan lisensi
wajib paten dapat dilaksanakan tanpaterlebih dahulu persetujuan si pemegang paten dengan syarat bahwa
pel aksanaan tersebut untuk keadaan darurat nasional atau darurat yang sangat mendesak untuk
menanggulangi penyakit epidemik dan tentunya pelaksanaan lisensi wajib tersebut untuk kebutuhan non-
komersial. Dalam hal walaupun untuk kepentingan masyarakat, tatapi dalam pelaksanaannya telah terjadi
pelanggaran HAM dimana hak ekonomi dari si pemegang paten akan terlanggar.

Tetapi apabilatidak ada peraturan mengenai pelaksanaan lisensi wajib untuk kepentingan kesehatan
masyarakat bisa dibayangkan bagaimana masyarakat dapat menanggulangi berbagai bencana penyakit
apabila harga obat-obatan paten untuk menanggulangi penyakitnya sangat mahal harganya dan tentunya
akan sangat terbatas masyarakat untuk mendapatkannya. Dan apabila hal ini terjadi banyak masyarakat yang
terkena penyakit epidemik satu per satu akan meninggal dunia, dimana hal ini tentunya akan terjadi suatu
pelanggaran HAM mengenai hak hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
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